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ABSTRAK

DANDY FADHILLAH ASRAH TM/NIM: 2009/12937, Persepsi Masyarakat
Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas
Kependudukan dan  Catatan  Sipil Kota
Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya keluhan dari
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh. Masih kurang berkualitasnya
pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat sehingga kebanyakan
masyarakat mempersepsikan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Payakumbuh buruk. Maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Payakumbuh (Studi kasus pada pelayanan pengurusan akta kelahiran).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Payakumbuh(Studi kasus pada pelayanan pengurusan akta kelahiran). Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah atau telah berurusan dengan
pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Payakumbuh, sedangkan sampel penelitian diambil 85 orang melalui penarikan
sampel dengan rumus Slovin. Data diambil dari alat pengumpul data yang
digunakan berupa angket model skala likert dengan menyebarkannya kepada
masyarakatKota Payakumbuh. Data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan
menggunakan frequensi, persentase dan rata-rata.Dengan alat bantuan program
SPSS (Statistc Product Service Solution) versi 16.00 for windows setelah itu
dideskripsikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Payakumbuhpada aspek tangiblesnilai TCR sebesar 70,46% dengan kategori
CukupBaik. Pada aspek reabilitynilai TCR sebesar 67,4% dengan kategori Cukup
Baik. Sedangkan pada aspek responsivenessnilai TCR sebesar 65,95% dengan
kategori Cukup Baik.Kemudian pada aspek assurancenilai TCR sebesar 65,4%
dengan kategori Cukup Baik dan pada aspek empathynilai TCR sebesar 69,73%
dengan kategori Cukup Baik. Sehingga bila dirata-ratakan kelima aspek pelayanan
publik diatas, maka masyarakat mempersepsikan kualitas pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh (Studi kasus pada pelayanan
pengurusan akta kelahiran).memiliki kategori Cukup Baik dengan nilai TCR
sebesar 67,79%.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi ilmu Administrasi Publik di
Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan
penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu dapat dengan mudah
dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda
ketidakpuasan mereka sehari hari banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami
pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan itu
sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah
memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak
berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan menurut Kurniawan
(dalam Ibrahim 2008 : 1-2).

Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus
memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui
proses dan mekanisme pemerintahan. Pemerintah memiliki peran penting untuk
melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga negara. Untuk
melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan,
pengaturan, pembinaan, koordinasi, dan pembangunan dalam berbagai bidang.

Layanan itu sendiri disediakan pada berbagai bidang lembaga atau institusi



pemerintah dengan aparat sebagai pemberi pelayanan langsung kepada
masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara, 2003: 18)

Berdasarkan (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
1993: 81) pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada
umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk
barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya
termasuk tatalaksananya, tatakerjanya, prosedur kerjanya, sistem kerjanya,
wewenangnya, biayanya, pemberi pelayanan, dan penerima pelayanan tersebut.

Sehubungan dengan itu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah
semakin terasa dengan adanya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka
pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak
yaitu hak atas pelayanan. Perhatian atas eksistensi pelayanan semakin
berkembang pada seiring dengan munculnya berbagai masalah dalam pelayanan
pemerintahan kepada rakyat seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Izin lainnya, sampai pada penyediaan
sarana dan prasarana umum dan sosial.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tidak terlepas dari
tugas pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Instansi tersebut merupakan salah
satu pilar dalam pelayanan publik dan sudah tentu pelayanan yang diberikannya
berakibatkan kepada pencitraan pelaksanaan pemerintahan yang baik pula. Seperti

yang dikatakan Agus Dwiyanto (2006: 20), penciptaan pelayanan publik yang



baik di Indonesia dapat memberikan dampak yang luas terhadap perubahan aspek-
aspek kehidupan pemerintahan dan menjadi lokomotif bagi upaya perubahan
menuju pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menyebabkan terjadinya
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

Dimana salah satu tugas atau pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil ini ialah pengurusan akta kelahiran. Hak
pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua
(silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta
kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan
anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk
kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Catatan kelahiran, selain mendukung program administrasi kependudukan,
menjadi data penting dalam perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan
dengan hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak sosial dan hak
hukum lainnya. Setiap anak semestinya memiliki akta kelahiran agar memiliki
status hukum yang kuat di tengah masyarakat. Pemerintah sendiri menetapkan

semua anak berhak dicatat kelahirannya, yang ditegaskan dalam tiga status hukum



dalam penerbitan akta kelahiran tersebut, yakni anak pasangan suami istri dari
perkawinan yang sah, anak seorang ibu, dan anak yang tidak diketahui asal
usulnya atau tidak diketahui keberadaan orangtuanya. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 25/2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk
dan Catatan Sipil ditegaskan adanya perbedaan persyaratan untuk catatan
kelahiran.

Pada pengurusan akta kelahiran terlambat di Kota Payakumbuh, pada
awalnya adalah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Payakumbuh. Setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukanyang isinya bahwa bagi anak yang lebih dari 1 (satu) tahun harus
mengantongi penetapan dari Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah pengurusan
akta kelahiran terlambat harus melalui Pengadilan Negeri dan dikenakan denda.

Namun terjadi lagi perubahan, setelah keluarnya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pasal 32 ayat(2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674), tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu catatan kelahiran yang
melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, tidak perlu lagi dengan penetapan
Pengadilan Negeri.

Dengan demikian sejak tanggal 1 Mei 2013, Pengadilan Negeri tidak lagi
berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan catatan akta kelahiran. Dan
pengurusan akta kelahiran kembali dipegang penuh oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil.



Saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam
akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta
kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini
tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakatakan arti penting akta kelahiran,
biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap
diskriminatif terhadap mereka, atau berbeda dari kelompok mayoritas dan
memberikan mereka pelayanan yang berbeda. Contohnya dapat dilihat padaKota
Payakumbuh yang menganggap kurang penting untuk mengurus akta kelahiran.

Hal tersebut terlihat pada tabel penerbitan Akta Kelahiran 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan dan Jumlah Kelahiran yang
Terjadi
Cakupan penerbitan Tahun

kutipan Akta Kelahiran 2010 2011 2012
Jumlah  akta yang 7391 9200 5677
diterbitkan

Jumlah kelahiran yang 11475 11893 12515
terjadi

Sumber Dinas Catatan Sipil Kota Payakumbuh 2013

Dapat kita lihat pada tabel di mana jumlah kelahiran terus meningkat tetapi
tidak diiringi oleh jumlah akta kelahiran yang diterbitkan. Bahkan pada tahun
terakhir jumlah penerbitan akta kelahiran tidak mencapai 50% dari jumlah
kelahiran yang terjadi.

Padahal akta kelahiran sangat diperlukan, misalnya anak akan masuk sekolah,
melamar pekerjaan, sebagai salah satu syarat pengurusan surat-surat dan lain

sebagainya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang informasi tentang




pengurusan akta tersebut serta menilai pengurusan pembuatan akta kelahiran itu
hanya membuang-buang uang dan waktu karena prosesnya yang berbelit-belit.
Seperti wacana yang di ungkapkan koran Padang Ekspres,Kamis (17/5)

“Pengurusan akta kelahiran ternyata masih menghantui sebagian
masyarakat yang jauh dari pusat informasi. Pasalnya, sesuali
Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan,
warga yang terlambat lebih dari satu tahun mengurus akta
kelahiran anak dan membayar denda Rp 1 juta”.

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat yang benar-benar tidak tahu
tentang pengurusan akta kelahiran. Sebab denda yang dimaksudkan oleh wacana
Padang Ekspres itu adalah denda maksimal dan denda yang ditetapkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil hanyalah 75 ribu rupiah. Masih adanya
masyarakat yang belum mengetahui proses pengurusan akta dan denda yang harus
dibayar tersebut, baik di Kota Payakumbuh maupun di Kabupaten Limapuluh
Kota hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Limapuluh Kota, Afrizal Aziz. Namun, menurutnya
masyarakat harus di berikan informasi yang jelas (Padang Ekspres,Kamis 17/5).

Serta masih banyak masyarakat yang kurang puas dengan mutu pelayanan
instansi karena lambatnya pelayanan yang diberikan, kurangnya transparansi dari
pegawai sehingga sulitnya masyarakat mendapatkan informasi, kesulitan proses
administrasi dan lamanya waktu menunggu pada saat proses pelayanan, ditambah
lagi dengan pengurusan akta tersebut melibatkan dua instansi (Dinas
kependudukan Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri) yang mengakibatkan

panjangnya waktu pengurusan akta kelahiran tersebut. Seperti yang diungkapkan



salah satu warga yang berasal dari Kecamatan Payakumbuh Timur yakni Ibu
Rospema yang telah mendapatkan pelayanan :

“Dalam pengurusan akta kelahiran dirasakan berbelit-belit dan
lama, karena saya harus melakukan sidang akta kelahiran dua kali
yang disebabkan karena penulisan tanggal kelahiran akta anak
saya yang diterbitkan Pengadilan Negeri salah, kemudian setelah
selesai diurus kembali dari Pengadilan Negeri sampai sekarang
masih tersangkut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan
belum ada penjelasan lanjut. Pengurusan akta tersebut telah saya
urus sejak tahun 2011 yang lalu” (hasil observasi dan wawancara
dengan masyarakat pada bulan Agustus 2012).

Berdasarkanuraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di
Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKota Payakumbuh®“(studi kasus

pelayanan pengurusan akta kelahiran).

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dalam proses pembuatan akta kelahiran
terlambat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, maka

identifikasi masalahnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya keluhan yang disampaikan masyarakat dalam pengurusan akta
kelahiran, sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan

yang diberikan oleh aparat.



b. Kurangnya informasi tentang prosedur yang diterapkan pada
pembayaran pembuatan akta kelahiran, sehingga masyarakat
mengalami prosedur pelayanan yang berbelit-belit.

c. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan penelitian dan terbatasnya kemampuan penulis
maka penulis memfokuskan permasalahan hanya pada persepsi masyarakat
terhadap pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian yakni “Bagaimanakahpersepsi masyarakat terhadap
pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Payakumbuh”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan dalam
pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Payakumbubh.



F. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, khususnya sebagai berikut:

1.

Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu melatih
peneliti dalam menerapkan teori-teori yang telah di dapat dan
meningkatkan kemampuan berpikir dalam penulisan karya ilmiah.

Secara Praktis, Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Payakumbuhdiharapkan menjadi masukan dan bahan pemikiran dalam
meningkatkan jasa pelayanan.

Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan
pembanding bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan yang berguna

bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.



